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Abstract

This study aims to study and analyze the behavior of members of the Indonesian National Police who are disciplined
in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia and to study and analyze the role of the National
Police in overcoming narcotics abuse committed by members of the National Police. This research uses the normative
Juridical method, which is research conducted by researching literature materials or sequential data to examine the
internal aspects of the law, which is also enriched with empirical methods, namely research methods based on data
collection, concrete facts, observations and direct experience. This research obtains the disciplined behavior that a
member of the National Police must have in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia. This
research also shows the countermeasures made by the National Police against police personnel who abuse narcotics,
such as conducting sidak, urine tests, internal supervision and counseling. This study hopes that every individual will
participate in avoiding and distancing themselves from narcotics abuse, especially members of the National Police
who play a role in stopping and reducing the number of drug trafficking so that security and order are created in the
midst of society.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis perilaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang
disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan untuk mempelajari dan
menganalisis peran Polri dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polri. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekuder untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum, yang juga diperkaya dengan metode empiris yaitu metode
penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data, fakta konkret, observasi dan pengalaman langsung. Penelitian
ini memperoleh perilaku disiplin yang harus dimiliki seorang anggota Polri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukan upaya penanggulangan yang dilakukan Polri
terhadap oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika, seperti melakukan sidak, tes urine, pengawasan
internal dan penyuluhan. Penelitian ini mengharapkan agar setiap individu ikut menghindar dan menjauhkan diri dari
penyalahgunaan narkotika, khususnya anggota Polri yang berperan untuk menghentikan dan menekan angka
peredaran narkoba sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat
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PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi permasalahan yang semakin
mengkhawatirkan, berbagai macam dampak dan bahaya narkotika dapat mengancam generasi
muda dan masa depan bangsa Indonesia. Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang jika
dikonsumsi secara berlebihan tanpa petunjuk dan pengawasan petugas medis yang jelas maka akan
menimbulkan ketergantungan, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan fisik,
biologis, psikologis dan sosil seseorang hingga dapat mengancam nyawa penggunanya sendiri.
Penyalahgunaan narkotika ini sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak
dibawah umur sampai orang dewasa dan penggunanya bukan hanya dari kalangan masyarakat
ekonomi atas tetapi juga merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Sasaran peredaran
narkoba saat ini bukan hanya ada di tempat tempat hiburan malam, tetapi juga menjalar ke daerah
pemukiman masyarakat, sekolah-sekolah, di kota hingga ke pelosok desa.

Berbagai macam cara para pengedar narkoba untuk menyalurkan narkoba ke
pembeli dengan mengelabui aparat hukum, mulai dari memanfaatkan kelompok anak-anak,
perempuan dan orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir untuk mengedarkan
narkoba dan hal ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam
waktu singkat bagi mereka. Untuk itu dibutuhkan semua pihak untuk sama sama memerangi dan
memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, tidak hanya pemerintah, apart penegak
hukum, namun semua kalangan masyarakat ikut serta waspada dan menanamkan kesadaran pada
diri sendiri untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama.

Disamping tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum juga memiliki tugas untuk
menghentikan dan menekan angka peredaran narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.
Tugas tersebut sebagai kebutuhan dasar agar terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-
tengah masyarakat, karena itu masyarakat menaruh harapan besar dan menuntut kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk menjadi lembaga yang mampu menciptakan keadilan sosial
ditengah masyarakat, bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri dituntut untuk wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang
berhubungan langsung dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Namun
bagaimana jika salah satu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut malakukan
penyalahgunaan narkotika, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan wewenang Polri sebagai
penyidik untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pebuatan tersebut akan
mengakibatkan menurunya rasa kepercayaan dan citra Polri dimata masyarakat, yang kemudian
berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri untuk melakukan
pencegahan dan penegakan penyalahgunaan narkotika.

Atas pelanggaran hukum atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan, oknum anggota Polri akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dalam institusi
Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses
ini dilakukan melalui satuan kerja dalam Polri yaitu Profesi dan Pengamanan Polri, mulai dari



tahapan penyelidikan, pemeriksaan, sidang penjatuhan hukuman sampai ke proses pengawasan
pelaksanaan hukuman terhadap anggota. Upaya preventif atau pencegahan penyalahgunaan
narkotika oleh anggota Polri yang dilakukan Polri melalui satuan kerja Profesi dan Pengamanan
Polri yaitu dengan melakukan pengecekan urine terhadap anggota Polri sebagai cara mendeteksi
anggota yang menjadi pelaku, selain itu Propam Polri juga melakukan razia ketempat hiburan
malam untuk menjaring anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi permasalahan yang semakin
mengkhawatirkan, berbagai macam dampak dan bahaya narkotika dapat mengancam generasi
muda dan masa depan bangsa Indonesia. Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang jika
dikonsumsi secara berlebihan tanpa petunjuk dan pengawasan petugas medis yang jelas maka akan
menimbulkan ketergantungan, yang kemudian menimbulkan berbagai permasalahan fisik,
biologis, psikologis dan sosil seseorang hingga dapat mengancam nyawa penggunanya sendiri.
Penyalahgunaan narkotika ini sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari anak
dibawah umur sampai orang dewasa dan penggunanya bukan hanya dari kalangan masyarakat
ekonomi atas tetapi juga merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Sasaran peredaran
narkoba saat ini bukan hanya ada di tempat tempat hiburan malam, tetapi juga menjalar ke daerah
pemukiman masyarakat, sekolah-sekolah, di kota hingga ke pelosok desa.

Berbagai macam cara para pengedar narkoba untuk menyalurkan narkoba ke
pembeli dengan mengelabui aparat hukum, mulai dari memanfaatkan kelompok anak-anak,
perempuan dan orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir untuk mengedarkan
narkoba dan hal ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar dalam
waktu singkat bagi mereka. Untuk itu dibutuhkan semua pihak untuk sama sama memerangi dan
memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, tidak hanya pemerintah, apart penegak
hukum, namun semua kalangan masyarakat ikut serta waspada dan menanamkan kesadaran pada
diri sendiri untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika secara bersama-sama.

Disamping tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum juga memiliki tugas untuk
menghentikan dan menekan angka peredaran narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.
Tugas tersebut sebagai kebutuhan dasar agar terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-
tengah masyarakat, karena itu masyarakat menaruh harapan besar dan menuntut kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia untuk menjadi lembaga yang mampu menciptakan keadilan sosial
ditengah masyarakat, bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri dituntut untuk wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik
yang berhubungan langsung dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Namun
bagaimana jika salah satu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut malakukan
penyalahgunaan narkotika, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan wewenang Polri sebagai
penyidik untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pebuatan tersebut akan
mengakibatkan menurunya rasa kepercayaan dan citra Polri dimata masyarakat, yang kemudian



berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri untuk melakukan
pencegahan dan penegakan penyalahgunaan narkotika.

Atas pelanggaran hukum atau tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan, oknum anggota Polri akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dalam institusi
Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses
ini dilakukan melalui satuan kerja dalam Polri yaitu Profesi dan Pengamanan Polri, mulai dari
tahapan penyelidikan, pemeriksaan, sidang penjatuhan hukuman sampai ke proses pengawasan
pelaksanaan hukuman terhadap anggota. Upaya preventif atau pencegahan penyalahgunaan
narkotika oleh anggota Polri yang dilakukan Polri melalui satuan kerja Profesi dan Pengamanan
Polri yaitu dengan melakukan pengecekan urine terhadap anggota Polri sebagai cara mendeteksi
anggota yang menjadi pelaku, selain itu Propam Polri juga melakukan razia ketempat hiburan
malam untuk menjaring anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perilaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang Disiplin Sesuai Dengan
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia
1) Disiplin dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat
terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta
sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila
ia melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2003 , disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh
terhadap peraturan disiplin anggota Polri. Dasar perilaku disiplin yang harus dimiliki
oleh setiap anggota Polri yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara. Perilaku disiplin
lainya seperti mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang
berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, mentaati
perintah kedinasan yang sah dari atasan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan
penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta melayani dan melindungi masyarakat
secara professional.

Menurut Iptu Suntoro selaku anggota Propam Polri, Seorang anggota Polri dapat
dikatakan disiplin jika selalu menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur
kedisiplinan Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang
merupakan dasar Polri dalam bertugas, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi
Polri. Lalu seorang anggota Polri harus menunjukkan sikap yang sopan, bertanggung
jawab, dan menghormati masyarakat serta rekan kerja, tidak terlibat dalam korupsi, suap,
atau tindak kejahatan lainnya yang dapat merusak citra Polri, mengikuti perintah yang



2)

atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak mudah terprovokasi atau

menggunakan kekerasan secara berlebihan saat bertugas. Tentunya tidak melakukan

lahgun narkotika, itu sudah sangat tidak mencerminakan perilaku yang disiplin. Iptu

Suntoro juga mengatakan bahwa keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran yang

sangat penting dalam menjaga anggota Polri agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan

narkotika. Keluarga yang harmonis dan memberikan dukungan moral serta emosional
dapat menjadi benteng utama bagi anggota Polri dalam menghadapi tekanan kerja dan
kehidupan sehari-hari. Ketika anggota Polri memiliki komunikasi yang baik dengan
keluarganya, mereka cenderung memiliki kontrol diri yang lebih kuat dan tidak mencari
pelarian dalam bentuk narkotika. Lalu jika seorang anggota Polri berada dalam
lingkungan sosial yang menjunjung tinggi integritas dan disiplin, maka kemungkinan
untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan lebih kecil. Sebaliknya, jika mereka
bergaul dengan rekan kerja yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau
memiliki akses mudah terhadap narkotika, risiko keterlibatan mereka akan semakin besar.

Menurut Brigadir Lutfi Nurhakim selaku anggota Propam Polri, Etika dalam

bertugas anggota Polri yang disiplin tertuang dalam peraturan kode etik Polri yaitu tidak
menyalahgunakan kewenangan dalam bertugas apa lagi untuk kepentingan pribadi, tidak
melakukan intimidasi atau kekerasan kepada masyarakat dan melindungi, melayani dan
mengayomi masyarakat dengan keikhlasan. Contoh kecil perilaku disiplin juga berupa
mengikuti apel kesatuan, datang tepat waktu, berpakaian dan berpenampilan rapih dan
sopan, melaksanakan tugas sehari-harinya dengan rasa tanggungjawab. Brigadir Lutfi
Nurhakim juga berpendapat bahwa penyebab lahgun narkotika itu dapat disebabkan dari
tinggak stres seseorang, maka dari itu keadaan keluarga yang harmonis dan lingkungan
sosial yang baik akan sangat mendukung emosional seseorang. Jika seorang anggota
Polri memiliki ketenangan emosional maka akan semakin rendah kemungkinan untuk
berpikir mencari pelampiasan atau ketenangan melalui narkotika. Namun jika anggota
Polri bergaul dengan para pemakai narkotika makan tinggi kemungkinan dia akan
mencoba narkotika, bisa karena awalnya hanya dari rasa penasaran. Karena itu
lingkungan dan keadaan dimana kita tingga sangat berpengaruh terhadap pola Pikir dan
kehidupan kita.
Pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan merupakan aspek fundamental
dalam menjaga kedisiplinan anggota Polri. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri
tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum tetapi juga sebagai teladan dalam
kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai
regulasi yang mengatur tugas, kewajiban, serta sanksi terhadap pelanggaran sangat
diperlukan. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menjaga disiplin
anggota Polri antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia menyebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang ini
juga mengatur tentang fungsi dan kewenangan Polri yang harus dijalankan dengan
menaati disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.



b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
yang didalamnya terdapat kewajiban dan larangan anggota Polri dalam rangka
kehidupan benegara dan bermasyarakat dan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus
ditaati oleh setiap anggota Polri.

c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode
Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, peraturan ini menerangkan pedoman
anggota Polri yang harus ditaati dan dilarang dalam beretika kenegaraan,
kelembagaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Yang dimana peraturan ini
menegaskan bahwa anggota Polri harus memiliki moral, etika, dan integritas yang
tinggi dalam menjalankan tugas.

3) Kedisiplinan anggota Polri berhubungan erat dengan moralitas dan integritas dalam

4)

menjalankan tugas. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri tidak hanya dituntut
untuk memahami aturan, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etika dan profesionalisme
dalam setiap tindakan. Jika kedisiplinan terjaga dengan baik, maka moralitas dan
integritas anggota Polri juga akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila kedisiplinan lemah,
maka risiko terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana
seperti penyalahgunaan narkotika semakin besar. Hal ini dapat berakibat menurunya
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai penegak hukum jika banyak kasus
indisipliner yang tidak ditindak dengan tegas. Untuk memastikan kedisiplinan tetap
terjaga dan tidak merusak moralitas serta integritas anggota Polri, pengawasan menjadi
faktor kunci

a) Pengawasan internal, dilakukan oleh institusi Polri sendiri untuk memastikan bahwa
anggotanya menaati aturan yang berlaku seperti pengawasan langsung dari setiap
atasan langsung para anggota Polri. Pengawasan lain melalui satuan kerja Profesi dan
Pengamanan Polri (Propam) yang bertugas melakukan pengawasan, penyelidikan,
dan penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode
etik. Penerapan sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melanggar aturan juga dapat
dilakukan untuk memberikan efek jera dan sebagai contoh kepada anggota Polri lain
jika melakukan pelanggaran.

b) Pengawasan eksternal juga sangat penting untuk memastikan Polri bertindak sesuai
dengan hukum dan etika, ada beberapa bentuk pengawasan eksternal seperti Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga independen yang mengawasi
kinerja Polri dan laporan dari masyarakat yang dapat membantu mengungkap
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Salah satu hambatan yang dapat menyebabkan anggota Polri kurang disiplin dan
rentan terhadap pelanggaran aturan muncul dari budaya permisif terhadap pelanggaran
kecil sehingga dapat berkembang menjadi kebiasaan yang lebih besar. Upaya mengatasi
hambatan dan meningkatkan kedisiplinan anggota Polri dengan membangun budaya
bahwa setiap pribadi anggota Polri merasa bertanggung jawab atas setiap tindakan yang
mereka lakukan.

Sistem hukuman dan sanksi memiliki peran penting dalam menjaga kedisiplinan anggota
Polri. Tujuan dari hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota
Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Yang Dimana keberhasilan penerapannya



akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Polri, terhadap pembentukan disiplinya
dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan
masyarakat. Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, anggota Polri
yang melanggar peraturan disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis,
pendundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan
kenaikan pangkat, mutase bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan
dalam tempat khusus. Namun apabila ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran
lebih berat atau masuk dalam kategori pelanggaran kode etik maka akan dijatuhi hukuman
kode etik profesi Polri serta proses pidana jika memang pelanggaran yang dilakukan
masuk kategori pidana.
. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan
Anggota Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kriminologi
Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, termasuk penyalahgunaan
narkotika. Dalam konteks anggota Polri, penyalahgunaan narkotika menjadi fenomena
yang serius karena polisi adalah aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas
narkotika, bukan justru terlibat di dalamnya. Beberapa teori kriminologi untuk
menganalisis mengapa anggota Polri terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, antara
lain:
1) Teori Differential Association (Asosiasi Diferensial) — Edwin H. Sutherland
Teori asosiasi diferensial Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku
kriminal dipelajari melalui kontak dengan orang-orang yang juga telah melakukan
kejahatan. Dalam konteks Polri, jika seorang anggota Polri sering bergaul dengan
seorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, baik di dalam maupun di luar
istitusi, maka ada kemungkinan besar mereka akan mengadopsi atau ikut terjerumus
perilaku tersebut.
2) Teori Anomie — Robert K. Merton
Menurut Robert K. Merton, teori anomie adalah teori yang menjelaskan
bahwa anomie muncul ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan budaya dan cara yang
sah untuk mencapainya. . Dalam konteks Polri, keadaan lingkungan kerja yang tidak
stabil dan tidak terstuktur dapat memicu anggota Polri untuk melakukan pelanggaran
hingga dalam bentuk penyalahgunaan narkotika.
3) Teori Kontrol Sosial — Travis Hirschi
Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi adalah suatu
tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau
pengendalian dalam lingkungan sosial, dengan dasar dimana manusia memiliki
kencederungan untuk tidak mengikuti aturan dan memiliki dorongan melawan
aturan. Teori ini juga berpendapat bahwa seseorang akan cenderung menjauhi
kejahatan jika memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti keluarga, pekerjaan, dan
nilai-nilai moral yang tertanam dengan baik. Jika seorang anggota Polri mengalami
ketidakpuasan dalam pekerjaannya atau memiliki hubungan yang lemah dengan
institusinya, maka akan lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.
Penyalahgunaan narkotika dalam teori ini anggota Polri akan cenderung melanggar



Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
pada Pasal 3 huruf (g) yang berbunyi dalam rangka kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, anggota Polri wajib menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara
umum dan Pasal 5 huruf (a) yang berbunyi dalam rangka memelihara kehidupan
bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat
menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Polri. Anggota Polri
juga akan melanggar Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri pada Pasal 13 huruf (e) yang
berbunyi setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan,
menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat
terlarang.
4) Teori Strain — Robert K. Merton
Teori ini berpendapat bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai
tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menciptakan ketegangan dan
frustasi. Dalam konteks Polri, ketegangan yang dirasakan anggota Polri akibat
tekanan pekerjaan yang tinggi dapat memicu anggota Polri untuk mencari pelarian
dalam bentuk penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri
dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:
1) Faktor Internal
Kurangnya kesadaran di dalam diri akan menjerumuskan dan membawa suatu
hal yang menyimpang dan terjerumus dalam sesuatu yang negatif. Anggota Polri
memiliki tugas yang penuh risiko dan tekanan pekerjaan yang tinggi sehingga dapat
menyebabkan stress berkepanjangan. Hal ini dapat menjadi penyebab penyalagunaan
narkotika oleh anggota Polri sebagai pelarian untuk menghilangan stress. Sistem
pengawasan internal yang lemah juga dapat menjadi penyebab anggota mulai
melakukan penyalahgunaan narkotika karena tidak segera terdeteksi.
2) Faktor Eksternal
Pergaulan anggota Polri dengan para pelaku penyalahgunaan narkotika
sehingga ikut mencoba dan menggunakan narkotika. Selain itu peyalahgunaan dapat
berulang dikarenakan dari sifat narkotika itu sendiri yang membuat seseorang
mengalami kecanduan dan ketergantungan. Jika anggota Polri yang terlibat narkotika
tidak mendapat hukuman yang tegas, hal ini bisa menjadi contoh buruk bagi anggota
lainnya.

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri memiliki dampak yang sangat serius,
baik bagi individu, institusi kepolisian, maupun masyarakat secara luas. Dari sisi individu,
anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mengalami penurunan
kinerja dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Ketergantungan terhadap
narkotika dapat mengakibatkan degradasi moral, gangguan kesehatan, serta hilangnya
fokus dan disiplin dalam bekerja. Dari perspektif institusi kepolisian, keterlibatan anggota
Polri dalam penyalahgunaan narkotika merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap



aparat penegak hukum. Sebagai institusi yang bertugas memberantas narkotika, Polri justru
akan kehilangan legitimasi jika ada anggotanya yang terlibat dalam peredaran atau
penyalahgunaan barang terlarang tersebut. Jika masyarakat melihat bahwa aparat yang
seharusnya melindungi mereka justru ikut terlibat dalam kejahatan narkotika, maka tingkat
kepatuhan terhadap hukum bisa menurun. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika oleh
anggota Polri tidak hanya merusak individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan
dampak sistemik yang berbahaya bagi institusi dan masyarakat secara keseluruhan.
Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri merupakan permasalahan serius yang
harus dicegah dengan pendekatan menyeluruh. Dari perspektif kriminologi, pencegahan
kejahatan tidak hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan
faktor struktural, sosial, edukatif, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pencegahan
yang dapat dilakukan berdasarkan teori-teori kriminologi yaitu:
1) Pencegahan melalui Pendekatan Struktural (Teori Anomie — Robert K. Merton)

Pendekatan  struktural dalam  kriminologi menyoroti  bagaimana
ketidakseimbangan antara harapan sosial dan sarana untuk mencapainya dapat
mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk penyalahgunaan
narkotika. Dalam konteks Polri, anggota yang mengalami ketidakpuasan kerja, atau
minimnya kesempatan untuk berkembang berisiko lebih tinggi terjerumus dalam
penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, pencegahan dapat dilakukan melalui
peningkatan kesejahteraan anggota Polri, perbaikan sistem karier dan promosi berbasis
prestasi. Selain itu, pengelolaan beban kerja yang seimbang dan program kesehatan
mental dapat membantu anggota Polri mengatasi tekanan kerja tanpa mencari pelarian
dalam bentuk narkotika.

2) Pencegahan melalui Penguatan Sosial (Teori Kontrol Sosial — Travis Hirschi)

Travis Hirschi menyebutkan bahwa berbagai bentuk pengikaran terhadap
aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga
masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan. Teori kontrol sosial menjelaskan
bahwa individu akan lebih cenderung menghindari perilaku menyimpang jika
memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, rekan kerja, dan komunitasnya.
Dalam konteks Polri, penguatan nilai-nilai etika profesi dan solidaritas yang sehat
sangat penting untuk membentuk budaya kerja yang positif. Program pendidikan
berkelanjutan tentang etika kepolisian harus diperkuat sejak masa pendidikan akademi
hingga dalam kehidupan kerja sehari-hari. Selain itu, peran keluarga dan komunitas
dalam mendukung anggota Polri juga harus diperhatikan, misalnya melalui program
konseling keluarga serta kegiatan sosial yang mempererat hubungan antara polisi dan
masyarakat. Membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat juga dapat menjadi
langkah efektif dalam mencegah keterlibatan anggota Polri dalam narkotika.

3) Pencegahan melalui Pendekatan Edukasi dan Rehabilitasi

Edukasi dan rehabilitasi menjadi aspek penting dalam mencegah
penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota Polri. Pendidikan mengenai bahaya
narkoba harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Kepolisian dan terus
diperbarui sesuai dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkotika. Bagi
anggota yang sudah terlibat, rehabilitasi menjadi langkah penting sebagai alternatif



hukuman sebelum diberhentikan secara tidak hormat. Program rehabilitasi yang
melibatkan psikolog dan tenaga medis dapat membantu anggota yang ingin lepas dari
ketergantungan narkotika. Namun, sistem pemantauan pasca-rehabilitasi juga perlu
diterapkan untuk memastikan mereka tidak kembali menggunakan narkotika.
4) Pencegahan melalui Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Dalam teori deterrence, pencegahan kejahatan dapat dicapai melalui penerapan
hukuman yang tegas dan konsisten. Dalam hal ini, ancaman hukuman terhadap
anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat
berfungsi sebagai pencegah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anggota Polri
yang menyalahgunakan narkotika harus dilakukan secara ketat dan transparan. Salah
satu langkah penting adalah mewajibkan tes narkoba secara rutin dan mendadak untuk
seluruh anggota Polri, termasuk pejabat tinggi, guna memastikan tidak ada anggota
yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penerapan hukuman yang
tegas tanpa tebang pilih harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik
kepolisian.

Dari hasil wawancara dengan anggota Propam Polri, Iptu Suntoro selaku anggota
Propam Polri menerangkan bahwa Polri melalui Propam Polri dan Kedokteran Polri secara
berkala melakukan pengecekan urine bagi anggotanya, baik yang bertugas di lapangan
maupun di tingkat pimpinan, untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika.
Pengecekan ini juga dilakukan secara mendadak agar tidak ada kesempatan bagi anggota
yang terlibat untuk menghindari pemeriksaan. Polri juga melakukan kegiatan penegakan
disiplin atau Razia ditempat hiburan malam, yang mana jika ada yang terjaring atau
tertangkap menggunakan narkotika maka akan segera diproses sesuai dengan mekanisme
yang berlaku. Polri secara aktif mengadakan pelatihan, seminar, dan sosialisasi tentang
bahaya narkotika kepada anggota kepolisian, baik di tempat pembentukan anggota Polri
(Sekolah Polisi Negara dan Akademi Kepolisian) maupun kepada anggota yang telah dinas
aktif. Polri juga berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan
fasilitas kesehatan, program konseling, serta layanan psikologis untuk membantu anggota
yang mengalami stres atau tekanan kerja tinggi agar tidak mencari pelarian dalam bentuk
narkotika.

Selanjutnya Brigadir Lutfi Nurhakim, S.H. selaku anggota Propam Polri
menerangkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sudah dimulai dari
pendidikan pembentukan Polri, dengan memberikan pelajaran bahayanya narkotika, lalu
peraturan apa saja yang mengaturnya hingga sanksi apa yang didapat jika melakukannya.
Di Propam sendiri sudah membuat rencana kegiatan setiap tahunnya untuk melakukan
deteksi dini pengecekan urine di setiap satuan kerja Polri. Jika ditemukan ada yang positif
menggunakan narkotika maka akan segera diproses, mulai dari pemeriksaan hingga
penjatuhan hukuman. Upaya lainya yaitu setelah didapat adanya anggota Polri yang
melakukan penyalahgunaan narkotika, maka akan dilakukan pengawasan langsung selama
pelaku sedang masa pemeriksaan, penjatuhan hukuman hingga pengawasan selama masa
rehabilitasi personel.



SIMPULAN

Disiplin dalam Polri mencerminkan kepatuhan terhadap aturan tertulis maupun tidak
tertulis, yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme, tanggung jawab, dan pelayanan terbaik
kepada masyarakat. Dasar hukum kedisiplinan Polri tertuang dalam berbagai regulasi seperti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dasar perilaku
disiplin yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara.
Perilaku disiplin lainya seperti mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang
berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, mentaati perintah
kedinasan yang sah dari atasan, melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan
rasa tanggung jawab, serta melayani dan melindungi masyarakat secara professional. Dengan
disiplin yang kuat, moralitas dan integritas anggota Polri dapat terjaga, sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap tinggi.

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri merupakan permasalahan serius yang perlu
mendapat perhatian khusus, mengingat peran Polri sebagai penegak hukum yang seharusnya
memberantas narkotika. Perbuatan yang dilakukan anggota Polri ini melanggar Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dari perspektif kriminologi,
keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan melalui berbagai
teori, seperti teori asosiasi diferensial, anomie, kontrol social dan terori strain, yang menunjukkan
bahwa faktor lingkungan, tekanan kerja, serta lemahnya pengawasan dapat memicu perilaku
menyimpang. Pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan struktural
dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan manajemen stres, penguatan sosial dengan
membangun budaya kerja yang sehat dan sosialisasi nilai-nilai etika, serta pendekatan edukasi dan
rehabilitasi bagi anggota yang sudah terlibat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan
transparan, termasuk tes narkoba rutin, razia tempat hiburan malam, serta pemberian sanksi tegas
tanpa tebang pilih, menjadi langkah penting dalam menjaga integritas Polri. Dengan kombinasi
strategi pencegahan yang efektif, diharapkan Polri dapat menjaga profesionalismenya dan tetap
menjadi institusi yang dipercaya masyarakat dalam pemberantasan narkotika.

SARAN

1. Polri sebaiknya memperkuat pemahaman anggota Polri terhadap peraturan disiplin dan kode
etik profesi Polri agar anggota Polri mengerti dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran
serta dapat menunjukan perilaku disiplin, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi
Polri tetap tinggi.

2. Polri harus tegas dalam menindak anggota Polri yang menyalagunakan narkotika, sehingga
perilaku tersebut tidak terulang dan menjadi contoh kepada anggota Polri lain bahwa Polri
tidak akan mentoleran pelanggaran tersebut.



3. Polri harus tetap melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Polri secara berkala dan rutin
dilakukan sebagai upaya pencegahan melalui deteksi dini.
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